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ABSTRAK 

Perkembangan pinjaman online sebagai bagian dari financial technology 

memberikan kemudahan akses pembiayaan, namun dalam praktiknya sering 

menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait pengenaan denda akibat 

wanprestasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Debitur kerap berada pada posisi yang lemah dan dirugikan oleh besaran denda 

yang berlebihan. Maka penulis tertarik untuk mengkaji “Perlindungan Hukum 

bagi Debitur terhadap Pengenaan Denda Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian 

Pinjaman Online.” Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji dua rumusan 

masalah, yaitu bagaimana kerangka hukum di Indonesia mengenai pengenaan 

denda akibat wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online, serta bagaimana 

bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada debitur terhadap 

pengenaan denda yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum 

primer berupa KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 10/POJK.05/2022, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 

Tahun 2023, dan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum yang 

relevan. kemudian dalam teknik analisi bahan hukum menggunakan metode 

deduktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan denda akibat wanprestasi 

dalam perjanjian pinjaman online telah diatur secara jelas dalam peraturan 

perundang-undangan, khususnya melalui ketentuan OJK yang membatasi besaran 

denda. Namun, dalam praktik masih ditemukan penyelenggara pinjaman online 

yang mengenakan denda melebihi ketentuan yang berlaku, baik oleh 

penyelenggara ilegal maupun oleh penyelenggara yang terdaftar di OJK. 

Perlindungan hukum bagi debitur dapat dilakukan melalui perlindungan hukum 

preventif berupa pengaturan dan pengawasan, serta perlindungan hukum represif 

melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum. 

 Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan 

pengawasan dan penegakan hukum sangat diperlukan untuk menjamin 

perlindungan hukum bagi debitur. Oleh karena itu, disarankan agar Otoritas Jasa 

Keuangan meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online 

serta masyarakat lebih cermat dalam memahami isi perjanjian pinjaman online 

guna menghindari kerugian akibat pengenaan denda yang tidak sesuai dengan 

ketentuan hukum. 
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